BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Dari analisis yang telah penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya,
penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian
Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Kobran
ditrmukannya beberapa permasalah dalam ketentuan-ketentuan dalam hal
pengajuan dan memenuhi hak restitusi bagi para korban. Masalah tersebut
tidak hanya mengenai aturannya, tetapi juga mengenai lembaga yang
diberikan kewenangan untuk membantu korban mendapatkan hak atas
restitusinya. Salah satu permasalahnnya adalah tidak adanya ketentuan
mengenai daya paksa bagi pelaku untuk membayar ganti rugi kepada
korban tindak pidana. Dengan tidak diaturnya tentang daya paksa bagi
pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban, maka apabila pelaku
tidak mampu atau tidak mau membayar restitusi, tidak berakibat hukum
dan menimbulkan implikasi bagi pelaku. Di lain pihak, hal tersebut
tentunya akan menghalangi korban untuk memperoleh restitusi. Adapu m
aturan-aturan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Statuta Roma.
Salah satunya adalah mengenai pengajuan restitusi. Dalam Pasal 7 Ayat
(1) UU No. 13 Tahun 2006 merumuskan korban melalui LPSK berhak
mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi. Namun ketentuan ini
memunculkan mekanisme baru dalam prosedur pengajuan hak atas
restitusi yakni terlibatnya LPSK dalam prosedur pengajuan. Pengaturan
tersebut menunjukkan dua penafsiran. Pertama, tuntutan ganti kerugian
(restitusi) hanya bisa diajukan oleh korban melalui LPSK. Kedua, korban
dapat mengajukan ganti kerugian melalui LPSK dan dapat juga

mengajukan ganti kerugian dengan prosedur lainnya juga. Hal ini jelas
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menimbulkan kebingungan bagi korban tentang mekanisme yang akan
digunakan dalam mengajukan tuntuan restitusi. Sedangkan dalam Aturan
94 (1) ICC Rules of Procedure and Evidence (RPE) dikatakan bahwa
permohonan reparasi korban berdasarkan Pasal 75 harus dibuat secara
tertulis dan diajukan ke Panitera. Dalam pasal tersebut dinyatakan secara
jelas bahwa permohonan diajukan ke Panitera.

2. Indonesia perlu untuk meratifikasi Statuta Roma untuk mengatasi
kelemahan sistem hukum Indonesia terutama untuk mencegah setiap
pelanggaran HAM agar tidak lolos dari hukuman atau untuk mencegah
impunity serta agar terjaminnya pemberian ganti rugi, salah satunya
restitusi kepada korban pelanggaran HAM berat. Keuntungan bagi
Indonesia apabila meratifikasi Statuta Roma adalah mengefektifkan

sistem hukum nasional.

5.2. Saran

Berdasarkan masalah hukum dan kesimpulan yang telah penulis uraikan
dalam penulisan hukum ini, penulis memiliki saran terkait dengan uraian hasil
analisis terhadap pemberian restitusi kepada korban pelanggaran ham yang berat
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan
Kepada Saksi dan Kobranyang dikaitkan dengan Statuta Roma sebagai tolak ukur,
penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. UU No. 13 Tahun 2006 Jo UU No 31 Tahun 2014 masih ditemukan
beberapa masalah mengenai aturannya dan lembaga yang diberikan
kewenangan untuk membantu korban mendapatkan hak atas restitusinya,
shingga butuh dilakukannya koreksi terhadap UU tersebut, terutama terkait
dengan pengajuan dan pemberian restitusi kepada korban, dengan cara
mengajukan judicial review. Dikarenakan Undang-Undang yang
dipermasalahkan, makan dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM yang berat

81



selanjutnya, korban dapat memperoleh restitusi yang seharusnya mereka
perolen. Dan juga hukum dapat terus berjalan selaras dengan
perkembangan masyarakat.

2. Pentingnya Indonesia untuk meratifikasi Statuta Roma terutama dalam
hal pemberian restitusi atau ganti rugi. Peratifikasian ini dapat dilakukan
dengan cara mempersiapkan pembuatan rancangan peraturan
implementasi yang efektif sehingga segera setelah Statuta Roma
diratifikasi Indonesia dapat langsung memenuhi kewajiban untuk
mengimplementasikan semua aturan dalam Statuta Roma. Sebelum
mengimplementasikan Statuta Roma, diperlukan untuk melakukan
sinkronisasi antara aturan Statuta Roma dengan aturan-aturan di
Indonesia. Sinkronisasi dapat dilakukan dengan melakukan absorbsi atau
penyerapan efektif terhadap Statuta Roma.
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